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PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD-PPA) . 5 P \'\{’i P SRS
Dasar Hukum - Kualifikasi Pelaksana .
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 1. Sudah Mengikuti Pelatihan tentag Gender dam KtPA

Kekerasan dalam Rumah Tangga
2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi| 2. Sudah mengikuti Pelatihan tentang penerimaan kasus
dan Korban
3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 3. Sudah mengikuti Pelatihan tentang penatalaksanaan
Tindak Pidana Perdagangan Orang gawat darurat
4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 4. Empati, sabar, jujur, menghargai dan pekerja keras.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan
Mckanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang

6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

7 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

8 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan

9 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007
tentang Penghapusan Perdagangan dan Anak (Trafficking)

10 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaran
Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (Traflicking) di
Kepulauan Riau

11 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2013
tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
Kelurahan/Desa dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

12 Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan
Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :
SOP ini terkait dengan SOP Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan| 1. KAK Kegiatan
Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2. Notulen dan Daftar Hadir

3. Dokumentasi Kegiatan ( Dokumen, Photo, dll)
4. Laporan Kegiatan

Peringatan : kode ctik yang perlu ditaati oleh petugas pendamping korban

1. Mengembangkan rasa hormat dan hubungan yang setara dengan korban.

Wajib menjaga kerahasiaan korban dan informasi yang diberikannya.

Menghargai pendapat korban

Sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik dengan korban kekerasan seksual,

Petugas pelayanan dilarang untuk

a.Menjanjikan sesuatu kepada korban, keluarganya, saksi maupun sumber informasi lain;
b.Menggunakan bahan/hasil informasi atau kasus tanpa seizin korban;

c.Berlaku diskriminatif atau membeda-bedakan antara satu korban dengan yang lain;
d.Memanfaatkan posisi sebagai petugas/pengelola unit pelayanan untuk mengambil keuntungan/imbalan dari korban atau
e.Melakukan kekerasan terhadap korban dalam bentuk apapun; dan

f.Membaneun hubunean non-vrofesional denean korban selama masa vemberian pelavanan.
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Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 1. Memahami Tugas dan Fungsi

Kekerasan dalam Rumah Tangga
2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi| 2. Mengikuti Pelatihan dan Memahami Pelatihan KHA
dan Korban
3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 3. Mampu Menjalin Komunikasi
Tindak Pidana Perdagangan Orang
4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 4, Mampu melaksanaan tugas dan fungsi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan
Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang
6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

7 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

8 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan

9 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007
tentang Penghapusan Perdagangan dan Anak (Trafficking)

10 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaran
Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) di
Kepulauan Riau

11 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2013
tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
Kelurahan/Desa dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

12 Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan

Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :
SOP ini terkait dengan SOP Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan| 1. KAK Kegiatan
Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2. Notulen dan Daftar Hadir
3. Dokumentasi Kegiatan ( Dokumen, Photo, dll)
4. Laporan Kegiatan

Peringatan : kode etik yang perlu ditaati oleh petugas pendamping korban

Mengembangkan rasa hormat dan hubungan yang setara dengan korban.

Wajib menjaga kerahasiaan korban dan informasi yang diberikannya.

Menghargai pendapat korban

Sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik dengan korban kekerasan seksual.

Petugas pelayanan dilarang untuk

a.Menjanjikan sesuatu kepada korban, keluarganya, saksi maupun sumber informasi lain;
b.Menggunakan bahan/hasil informasi atau kasus tanpa seizin korban;

c.Berlaku diskriminatif atau membeda-bedakan antara satu korban dengan yang lain;
d.Memanfaatkan posisi sebagai petugas/pengelola unit pelayanan untuk mengambil keuntungan/imbalan dari korban atau
e.Melakukan kekerasan terhadap korban dalam bentuk apapun; dan

fMembangun hubungan non-profesional dengan korban selama masa pemberian pelayanan.
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STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN RUJUKAN REHABLITASI BOSIAL

Dipindai dengan

CamScanner

UPTD PPA
PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS Kepala Sokst DINAS/KEMEN KET
KEPALA Pemulangan, KEPALA UPTD DAN BOSIAL/PSIKIATER
KELENGKAP.
UPTD Rehabilitasi dan KASUBAG UMUM KASUBAG UMUM PEMBANTU UMUM JLEMBAGA AN WAKTU OUTPUT
Reintegrasi LAYANAN LAINNYA
1 |Menerima isian Formulir aduan KTPA dengan —— Formulir Pelayanan
Jenis Lavanan Rujukan Rehablitasi Sosial { Pengadonn w«:u 1 jam Formulir di terima
2 |Ka. UPTD-PPA membuat Surat Perintah
Penanganan yang berisi rekomendasi rujukan ke b Surat Perintah 1 Surat Perintah
Kasi Pemulangan, Rehabilitasi dan Reintegrasi Penanganan jam Penanganan terkirim

3 I D Pelay dan Advokasi = I = Nota Koordinasi dan
meneruskan ke Kepala UPTD PPA lalui _[|T||VDI Nota Koordinasi dan 2 : 2o
mowa fembar disposisi 1 jam lembar disposisi

sekretanat untuk ditindak lanjuti terkirim
4 |KA UPTD-PPA menentukan rujukan ke _ Nama
dinas/ sosial/p /lemb - : g dinas/kementerian
lay L dan Kasubag Tata a_ _ Nota Koordinasidan |, .. | sosial/psikiater/lemb
Usaha membuat surat rujukan (formulir surat) Rekam Medis aga layanan lainnya
rujukan dengan lampiran rekam medis)
5 | Kasubag Tata Usaha membuat surat rujukan e \ draf surat rujukan
_ f terkirim ke Mexnbuat draf
draf rujukan jam - urat Rujuk
6 |KA UPTD-PPA i surat r = ¥ rat Rujukan
dan menyerahkannya ke Kasi Pemulang J Ju [ ll— Surat Rujukan 1 jam tertanda tangani dan
Rehabilitasi dan Reintegrasi _ e terkirim
7 |Kasi P Rehabil i dan R R R ) = T T Ef - e e e s
e potamphg uatic membeinc| (TN e Surat Rujukan dan | jury | Penunjukan Petugas
pelavanan kepada kben
8 |Khen d pek rehabil sosial
scsual dengan SOP dinas/kementerian Surat Rujukan max 15 hari| klien terehablitasi
sosial/ psikiater /lembaga layanan lainnya
Menundak Lanjuti, pelayanan yan . mah Mobil Operasional
periindungan rumah _ 17 ah an Berita Acara Berita Acara Bersedia
Pernyataan ari Tinggal Di Rumah
sediaan Tinggal Di inggah
Rumah Singgah
10 |Pembanty umum melaporkan kegiatan ke ﬁ e _
koordmator rumah singgah. Koord R h e Berita Acara Serah
s h Memberi k , paraf dan tanggatdi] [ Uﬂ...—“?f. 1 jam erima Klien sudah
Berita Acara Serah Terima sebagai Bentuk q tertanda tangani
Penenma Lay _
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Dasar Hukum

Kualifikas| Palaksana

1.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 lenlang Pemarintah Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana leleh diubah beberapa kali lerakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tehun 2023 lentang
Penelapan Peraluran Pemerinlah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indoneslia Tahun 2023 NMomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6856);

. |Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 lenlang Sistem Jaminen Soslal Naslonal (Tembehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);

. |Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 lentang Penanganan Fakir Miskin (Tembshan Lembaran Negara Republik Indonesla Momor 5235);

. |Peraluran Preslden nomor 15 Tahun 2010 lentang Parcepalan Penanggulangan Kemlskinan;

Peraturan Menlri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Tenlang Pemulakhiran dan Penggunaan Dala Tunggal Sosial dan Ekonomi Naslonal untuk Bantuan
Sosial.Pemberdayaon Sosial, dan Program Penyslanggaraan Kesejahleraan Sosial.

Peraturan Bupali Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2024 lenlang Perubahan Alas Peraturan Bupall Kepulauen Anambas Nomor 32 Tahun 2021
Tentang Pemberian Banluan Sosial Bagi Lanjul Usla Dan Cacat Berat ;

Peraturan Bupall Kebupaten Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2017 lenlang Pedoman Penyusunan Slandar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pameriniah Kabupalen Kepulauan Anambas; dan

1
2

Memahami Tentang Bantuan Sosial
Memahami Persyaratan Banluan Sosial

8 |Peraturan Bupali Kabupalen Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2022 tentang Inovas| Daerah,
Kelerkaitan Parangkal/Perlengkapan
- |Pemerlu Pelavanan Kesejahteraen Sosial 1. |Peraturan Perundana-undanqan yang lerkail;
2. |Kebliakan Pemerintah yana terkait;
3. |ATK:
4. |PCLAPTOP
5. |Jaringan Inlemel.

Peringelan :

Pencalalan dan Pendataan :

Jika persyaratan lidak sesual SOP meaka Bansos lidak bisa diproses

hal-hal yang periu diperhatikan dalam panyaluran bantuan soslal :

yang melakukan transaksl pancairan harus penerima bantuan soslal sesual dengan SK Bupali name
penerima by name by address.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Keglntan

Peloksaonoan

Mulu Baku

DINSOS

DESA

Penerima Banluan
Sonlal

BUPATI

Penyalur

Penorima
Banltunn Scalol

Kelongkapaon

Output

Kelemmngan

Dinns Seatnl PPPA monyurall
kolurohan don dosn unluk
momvarifikan dolo unluk

| monyarakal dooil 1. deall 2, don
doull J (DTSEN) ynng layok
monarimn bantunn ooalol di doorah
Knbupalon Kopul A b

e

Suraol roamli ynng di
landa langan oloh
kopaola Dinoo Soslol
PPPA

Dalo calon ponarima
bontunn oosial

Dinon Soalol PPPA
menyurall kelurahon don
dean.

2 |Dogn melokukon Varnfikaol dnla Borlln acorn Boritn Acoro musyawaroh  |Kelurmhnn don dean
melalul musyawaroh dosa don muoynwarah kolurashan/deon yung manglilmkan ko dinns soalal
mangiimkan dala lorsabut bosarta = kelurohon/dona dikolahul camal. PFPA berlla ocara dan
propasal untuk bantuan noslal, propasnl
barila acnra dan propoanl |
dikirimkan ke dinns sooinl PPPA

3 |Dinas Sealnl PPPA monorimn dala Borlio acarn Dolo yang lorvarifikonl | Datn yang lervenficos)
balikon yang lolnh divorifikani dar munynwarah
| Kelurahon dan Dosa bosaria kelurahon/dooo yang

dengan borila ocaro musymyarah
kelurahan/dasa

dikolohul camnl.

Dinos sosiol PPPA molakukan

Bonla acora validasl

Daln yang larvalidaoi

Tersedianyo Dolo yang

Validasl datn don melolul kegl doln don dola yang lervalidosl don Dinas Sosial
monliioring dan ovalunsl lorkail doln lorvalidanl PPPA mengonsephkan SK
yang dilunm oleh kelurahon/daso Bupall unluk nama noma
dongan molakukan Ground Check . penerima Bonluan soslol
5 |Dinas Soslal PPPA membual SK SK Bupal lonlong SK Bupaoll lenlang Namo- SK Bupall

lontang Noma-namao penenma N : i noma p ima bant
bantuen sosial don p p bonluen soslal don  [soalol dan penetapan
basoron bantuan soslal diletapkan ponolopan b E k soalal.
|dengon SK Bupall. bantuan soslal.

B Mol Mol Tercalumya Bantuan Soslal

Dinas Soslal PPPA manunjuk
Panyalur/T sosial
secarn nontunal

7|Panyalur/Transporter melakukan Rekop Posling Bank  |Rekapan posling Bank Tersalumyn Banluan Soslal
penyaluran kepoda panarimo ko rokening penorima Ke Penerima Banluon Soslal
8| PenyaluriTransp lapark Laporan Reallsas| Rekapan Reallsos! salur Folo dan Dokumentasl
realispsi salur ko DINSOSPPPA salur dorl
Ponyalurfransporter
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Dasar Hukum i {‘i{uql:ﬁkaah‘-'alal;snna
1. |Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 lentang Informas| dan Transaks Elektronik; F~-~~|Mani@hami tentang Dala Tunggal Sesial dan Ekonami Nasional (DTSEN)

(AP R L

Undang-Undang Nomor 14 Tehun 2008 lenlang Kelerbukaan Informasl Publilc

. |Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
. |Peraturan Pamarintah Nomor 71 Tahun 2019 Tenlang Penyelenggaraan Sistem dan Tranaaks! Elekironik;
Paraturan Menlri Sosial Momor 3 Tahun 2025 Tentang Pemulakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonoml Nasional untuk Bantuan

Saosial.Pambardayaan Soslal, dan Program Panyalanggaraan Kesajehleraan Sosial.

2 |Memahami Persyaratan Penerbilan Surat |
3 |Mampu Mengoperasikan Kompular/Loplop.

gan Dala Tunggal Soslal dan Ekonomi Neslonal

Ketarkailan

=) et D] 1
rar grap

Pameriu Pelavanan Keselahleraen Sosial

1. |Peraluran Perundang-undangan vang lerkail;
2. |Kobligkan Pemerintah yang Terkail;

3. |Perangkal Kempuler dan Alal Tulis Kanlor.
4 |Jaringan Inlermet

Per

Pencalatan dan Pandataan :

Jika persyaratan lidek sesual SOP maka sural keterangan DTSEN tidak bisa diproses

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bilan surat } gan DTSEN yallu :

a. DTSEN atou Dala Tunggal Sesial dan Ekonomi Naslonal Merupakan basis dola lunggal
Indiidu/keluarga yang \ kandisl soslal, ekonomi, dan peringkal kesojahleraan

P bilan Surol K DTSEN adelah orang yang lerdola di DTSEN dengan melampirkan
b. i{K dan KTP pemohon.

Dipindai dengan CamScanner
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Prosedur Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan DTSEN

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Kegiatan
Pemohon Petugas Layanan Kabid PSFM StaffPetugas Kelengkapan Waltu Output
1 |Pemohon membawa berkas ke DINSOSPPPA
Anambas @ KK dan KTP pemohon | 5 Menit Data Pemohon
2 |Pemohon memberikan kelengkapan berkas
kepada petugas pelayanan
PERERRIRRERNE [ KK dan KTP pemchon 5 Menit Dala Pemohon
3 |Petugas Pelayanan menerima berkas dan
gg:amskan kepada slaf/operalor di bidang ( } KK dan KTP pemohon & mesit Pk i
4 |Stal/Operator memenksa kelengkapan berkas,
jika lengkap berkas akan diproses, namun jika Kelengkapan berkas .
tidak lengkap, berkas akan dikembalikan ke pemuﬁonp % Manit Persyaratan berkas pemohon
pemaohon
5 |Staf/Operator melakukan pengecekkan di
aplikasl SIKS-NG dan mencetak sural KomputerfLaptotp
kelerangan DTSEN iﬂ.‘:?g""“ e 10 Menit Tampllan Aplikasi SIKS-NG
Aplikasi SIKS-NG
6|Kepala Bidang PSFM menandatanganl Surat
Keterangan DTSEN
Surat Keterangan
DTSEN 10 menit Surat Kelerangan DTSEN
7 |Staf/Operalor memberikan Surat Ketlerangan
Terdala DTSEN Kepada Pemohon Sl Karangan
DTSEN 5 menit Surat Keterangan DTSEN
8. |Pemohon menerima Sural keterangan DTSEN
. Surat Keterangan :
@ DTSEN 5 Menit Tanda Terima
50 Menit

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

=

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

(UPTD-PPA)

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 26/01/2026

Tanggal Revisi

[Tanggal Efektive

7
V|- PERENMPUAR DAN PERLINDUNGAN ANAK

s
7 &
/9

Disahkan OleX

TS » = -
(e e
1 < ]
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UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH - PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD-PPA)

| PELAVANAN RUJUKAN LAYANAN

Nama SOP KESEHATAN

Dasar Hukum :

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan
Mckanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan

Peraturan Dacrah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007
tentang Penghapusan Perdagangan dan Anak (Trafficking)

10 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaran
Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) di
Kepulauan Riau

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2013
tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
Kelurahan/Desa dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

11

12 Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan

Kualifikasi Pelaksana :
1. Sudah Mengikuti Pelatihan tentag Gender dam KtPA

Sudah mengikuti Pelatihan tentang penerimaan kasus

Sudah mengikuti Pelatihan tentang penatalaksanaan
gawat darurat

Empati, sabar, jujur, menghargai dan pekerja keras.

Keterkaitan :
SOP ini terkait dengan SOP Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan
Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peralatan /Perlengkapan :
1. KAK Kegiatan
Notulen dan Daftar Hadir
Dokumentasi Kegiatan ( Dokumen, Photo, dll)

2.
3.
4. Laporan Kegiatan

Menghargai pendapat korban

g o

Petugas pelayanan dilarang untuk

Peringatan : kode etik yang perlu ditaati oleh petugas pendamping korban
Mengembangkan rasa hormat dan hubungan yang setara dengan korban.
Wajib menjaga kerahasiaan korban dan informasi yang diberikannya.

Sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik dengan korban kekerasan seksual.

a.Menjanjikan sesuatu kepada korban, keluarganya, saksi maupun sumber informasi lain;

b.Menggunakan bahan/hasil informasi atau kasus tanpa seizin korban;

c.Berlaku diskriminatif atau membeda-bedakan antara satu korban dengan yang lain;

d.Memanfaatkan posisi sebagai petugas/pengelola unit pelayanan untuk mengambil keuntungan/imbalan dari korban atau
e.Melakukan kekerasan terhadap korban dalam bentuk apapun; dan

f Membaneun hubungan non-verefesional denean knrhan selama masa nemherian nelavanan,

¢ Dipindai dengan
i & CamScanner’|
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STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP)
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KLIEN KEKERASAN

Dipindai dengan

CamScanner
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Raja Haiji Fisabilillah Nomor 1, Tarempa, Kepulauan Anambas

S

o /, Kepulauan Riau 29791, Laman.Anambaskab.go.id
DI Pos-el dinsos.pppa.anambas@gmail.com
Nama SOP : | Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sub Kegiatan Layanan
Rujukan
Nomor SOP : | SOP. 400.9.3/DINSOSPPPA/REHS0S/01/2026
Tanggal Penetapan : | 06 Februari 2026

Tanggal Revisi i -

Disahkan Oleh : | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Kepulauan Anambas

Dasar Hukum :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
Undang - Undang Nomo 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Rehabilitasi Sosial;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Dasar Rehabilitasi

Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
7. | Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial;
8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal;

o vi| & w| | =

9. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan

Kualifikasi Pelaksana

1. | Mampu Melakukan Identifikasi Masalah Sosial

2. | Mampu Bekerja Secara Profesional, Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi PM dan Memiliki Rasa
Tanggung Jawab dalam Menyelesaikan Pekerjaan

3. | Mampu Mengoperasikan Komputer, Pembuatan Laporan dan Aplikasi Pendataan

Keterkaitan SOP

- | SOP Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Peralatan/Perlengkapan

1. | Buku Register

2. | Alat Tulis Kantor

3. | Komputer




Form Identifikasi dan Asesmen

Alat Komunikasi (HP)

6.

Kendaraan Operasional

Peringatan

Dilarang menggunakan kekerasan dalam melakukan penanganan kepada Penerima Manfaat
(PM)

Mengutamakan keselamatan, PM,Petugas dan Masyarakat

| Dilarang melakukan Tindakan diskriminasi kepada Penerima Manfaat

Tidak diperbolehkan melakukan Pemasungan kepada PM Penyandang Dlsablhtas Mental

Rujukan dilakukan sesuai kewenangan dan kebutuhan

Pencatatan dan Pendataan

Hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan dan pendataan Penerima Manfaat :

1. | Kondisi Penerima Manfaat sudah meresahkan Masyarakat

2. | Mendapatkan rekomendasi dari dokter yang menangani untuk Pemberian Layanan Rujukan
3. | Mendapatkan Persetujuan dari keluarga PM

Penutup

SOP ini digunakan sebagai pedoman resmi dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberian Layanan
Rujukan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta
Gelandagan Pengemis di Luar Panti Sosial, agar pelaksanaan pelayanan berjalan dengan tertib,
terkoordinasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas,
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Raja Haiji Fisabilillah Nomor 1, Tarempa, Kepulauan Anambas

s " Kepulauan Riau 29791, Laman.Anambaskab.go.id
DN Pos-el dinsos.pppa.anambas@gmail.com
Nama SOP : | Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan
Sandang
Nomor SOP : | SOP.400.9.3/DINSOSPPPA/REHS0S/02/2026
Tanggal Penetapan : | 06 Februari 2026

Tanggal Revisi 2| -

Disahkan Oleh : | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Kepulauan Anambas

Dasar Hukum :
1. | Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

3
4
5. | Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Rehabilitasi Sosial;
6

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Dasar Rehabilitasi
Sosial Daerah Kabupaten/Kota;

7. | Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;

8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

Kualifikasi Pelaksana

1. | Mampu Melakukan Identifikasi Masalah Sosial

2. | Mampu Bekerja Secara Profesional, Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi PM dan Memiliki Rasa
Tanggung Jawab dalam Menyelesaikan Pekerjaan

3. | Mampu Mengoperasikan Komputer, Pembuatan Laporan dan Aplikasi Pendataan

Keterkaitan SOP

- | SOP Penyediaan Permakanan

- | SOP Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Peralatan/Perlengkapan

Buku Register

Alat Tulis Kantor

Komputer

Form Identifikasi dan Asesmen

Alat Komunikasi (HP)

o | & w| N e

Kendaraan Operasional




Peringatan

Dilarang menggunakan kekerasan dalam melakukan penanganan PM

Mengutamakan keselamatan, PM, Petugas dan Masyarakat

Dilarang melakukan Tindakan Diskriminasi kepada PM

Penyediaan dan Pemberian Sandang dilakukan sesuai kewenangan dan kebutuhan

Pencatatan dan Pendataan

Hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan dan pendataan PM yaitu:

1. | PM terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Desil 1 (Satu) s.d 5 (Lima)

2. | PM Memiliki Dokumen Kependudukan/ Identitas Diri

3. | Melakukan Penulusuran Identitas Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada PM yang
belum /kehilangan Identitas

4. | Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan yang menyatakan kondisi PM dengan Tandatangan dan
bermaterai

5. | Data PM diluar dari data usulan Desa atau bersifat laporan secara mendadak pelaksanaannya
menyesuaikan dengan prosedur yang sudah ditentukan

Penutup

SOP ini digunakan sebagai pedoman resmi dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandagan
Pengemis di Luar Panti Sosial, agar pelaksanaan pelayanan berjalan dengan tertib, terkoordinasi

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas,
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
[\ b Jalan Raja Haiji Fisabilillah Nomor 1, Tarempa, Kepulauan Anambas
A\ % Kepulauan Riau 29791, Laman.Anambaskab.go.id
P Pos-el dinsos.pppa.anambas@gmail.com
Nama SOP : | Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan
Permakanan
Nomor SOP : | SOP. 400.9.3/DINSOSPPPA/REHS0S/03 /2026
Tanggal Penetapan : | 06 Februari 2026
Tanggal Revisi -
Disahkan Oleh : | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Kepulauan Anambas
Dasar Hukum :
1. | Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. | Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Rehabilitasi Sosial;
6. | Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Dasar Rehabilitasi
Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
7. | Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;
8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;
Kualifikasi Pelaksana
1. | Mampu Melakukan Identifikasi Masalah Sosial
2. | Mampu Bekerja Secara Profesional, Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi PM dan Memiliki Rasa
Tanggung Jawab dalam Menyelesaikan Pekerjaan
3. | Mampu Mengoperasikan Komputer, Pembuatan Laporan dan Aplikasi Pendataan
Keterkaitan SOP
SOP Penyediaan Sandang
SOP Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Peralatan/Perlengkapan
1. | Buku Register
2. | Alat Tulis Kantor
3. | Komputer
4. | Form Identifikasi dan Asesmen
5. | Alat Komunikasi (HP)




6. | Kendaraan Operasional
Peringatan _ -
Dilarang menggunakan kekerasan dalam melakukan penanganan PM o
- | Mengutamakan keselamatan, PM, Petugas dan Masyarakat
- | Dilarang melakukan Tindakan Diskriminasi kepada PM
- | Penyediaan dan Pemberian Pemakanan dilakukan sesuai kewenangan dan kebutuhan
Pencatatan dan Pendataan

Hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan dan pendataan PM yaitu:

1.

PM terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Desil 1 (Satu) s.d 5 (Lima)

2.

PM Memiliki Dokumen Kependudukan/ Identitas Diri

3.

Melakukan Penulusuran Identitas Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada PM yang
belum/kehilangan Identitas

4. | Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan yang menyatakan kondisi PM dengan Tandatangan dan
bermaterai

5. | Data PM diluar dari data usulan Desa atau bersifat laporan secara mendadak pelaksanaannya
menyesuaikan dengan prosedur yang sudah ditentukan

Penutup

SOP ini digunakan sebagai pedoman resmi dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan
Permakanan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta
Gelandagan Pengemis di Luar Panti Sosial, agar pelaksanaan pelayanan berjalan dengan tertib,
terkoordinasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas,
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Raja Haji Fisabilillah Nomor 1, Tarempa, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791, Laman.Anambaskab.go.id
Pos-el dinsos.pppa.anambas@gmail.com

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan
Alat Bantu
Nomor SOP : | SOP. 400.9.3/DINSOSPPPA/REHS0S/04 /2026
Tanggal Penetapan : | 06 Februari 2026
Tanggal Revisi -
Disahkan Oleh : | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Kepulauan Anambas
Dasar Hukum :
1. | Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. | Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Rehabilitasi Sosial;
6. | Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Dasar Rehabilitasi
Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
7. | Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;
8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;
Kualifikasi Pelaksana
1. | Mampu Melakukan Identifikasi Masalah Sosial
2. | Mampu Bekerja Secara Profesional, Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi PM dan Memiliki Rasa
Tanggung Jawab dalam Menyelesaikan Pekerjaan
3. | Mampu Mengoperasikan Komputer, Pembuatan Laporan dan Aplikasi Pendataan
Keterkaitan SOP
- | SOP Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Peralatan/Perlengkapan
1. | Buku Register
2. | Alat Tulis Kantor
3. | Komputer
4. | Form Identifikasi dan Asesmen
5. | Alat Komunikasi (HP)
6. | Kendaraan Operasional




Peringatan

Dilarang menggunakan kekerasan dalam melakukan penanganan PM

Mengutamakan keselamatan, PM, Petugas dan Masyarakat

Dilarang melakukan Tindakan Diskriminasi kepada PM

Penyediaan dan Pemberian Alat Bantu dilakukan sesuai kewenangan dan kebutuhan

Pencatatan dan Pendataan

Hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan dan pendataan PM yaitu:

1. | PM terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Desil 1 (Satu) s.d 5 (Lima)

2. | PM Memiliki Dokumen Kependudukan/ Identitas Diri

3. | Melakukan Penulusuran Identitas Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada PM yang
belum/kehilangan Identitas

4. | Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan yang menyatakan kondisi PM dengan Tandatangan dan
bermaterai

5. | Data PM diluar dari data usulan Desa atau bersifat laporan secara mendadak pelaksanaannya
menyesuaikan dengan prosedur yang sudah ditentukan

Penutup

SOP ini digunakan sebagai pedoman resmi dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandagan
Pengemis di Luar Panti Sosial, agar pelaksanaan pelayanan berjalan dengan tertib, terkoordinasi
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas,
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Raja Haiji Fisabilillah Nomor 1, Tarempa, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791, Laman.Anambaskab.go.id
Pos-el dinsos.pppa.anambas@gmail.com

Nama SOP . | Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberian

Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial

Nomor SOP : | SOP. 400.9.3/DINSOSPPPA/REHS0S/05/2026

Tanggal Penetapan : | 06 Februari 2026

Tanggal Revisi -

Disahkan Oleh : | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Kepulauan Anambas

Dasar Hukum :

1. | Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

4. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

5. | Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Rehabilitasi Sosial;

6. | Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Dasar Rehabilitasi
Sosial Daerah Kabupaten/Kota;

7. | Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;

8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;;

Kualifikasi Pelaksana

1. | Mampu Melakukan Identifikasi Masalah Sosial

2. | Mampu Bekerja Secara Profesional, Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi PM dan Memiliki Rasa
Tanggung Jawab dalam Menyelesaikan Pekerjaan

3. | Mampu Mengoperasikan Komputer, Pembuatan Laporan dan Aplikasi Pendataan

Keterkaitan SOP

- | SOP Pemberian Layanan Rujukan

- | SOP Penyediaan Permakanan

- | SOP Penyediaan Sandang

- | SOP Penyediaan Alat Bantu

Peralatan/Perlengkapan

1. | Buku Register

| 2. | Alat Tulis Kantor




3. | Komputer a
4. | Form ldentifikasi dan Asesmen
5. | Alat Komunikasi (HP) B B
? Kendaraan Operasional
| Peringatan
- | Dilarang menggunakan kekerasan dalam melakukan penanganan PM
[ Mengutamakan keselamatan, PM, Petugas dan Masyarakat
- | Dilarang melakukan Tindakan Diskriminasi kepada PM
- | Penyediaan dan Pemberian Pemakanan dilakukan sesuai kewenangan dan kebutuhan
Pencatatan dan Pendataan

Hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan dan pendataan PM yaitu:

1. | PM terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Desil 1 (Satu) s.d 5 (Lima)

2, | PM Memiliki Dokumen Kependudukan/ Identitas Diri

3. | Melakukan Penulusuran ldentitas Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada PM yang

ll belum/kehilangan Identitas

4. | Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan yang menyatakan kondisi PM dengan Tandatangan dan
bermaterai

5. | Data PM diluar dari data usulan Desa atau bersifat laporan secara mendadak pelaksanaannya
menyesuaikan dengan prosedur yang sudah ditentukan

Penutup

SOP ini digunakan sebagai pedoman resmi dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Pemberian
Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kepada Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandagan Pengemis di Luar Panti Sosial,
agar pelaksanaan pelayanan berjalan dengan tertib, terkoordinasi dan sesuai dengan peraturan

' perundang-undangan.

Kepala Dinas,
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Raja Haiji Fisabilillah Nomor 1, Tarempa, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791, Laman.Anambaskab.go.id
Pos-el dinsos.pppa.anambas@gmail.com

Nama SOP : | Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi,
Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Nomor SOP : | SOP. 400.9.3/DINSOSPPPA/TAGANA/06/2026

Tanggal Penetapan : | 06 Februari 2026

Tanggal Revisi i -

Disahkan Oleh : | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Kepulauan Anambas

Dasar Hukum :

1. | Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3
1
5. | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana
6

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Dasar Rehabilitasi
Sosial Daerah Kabupaten/Kota;

7. | Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;

8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

Kualifikasi Pelaksana

1. | Mampu Melakukan Identifikasi Masalah Sosial

2. | Mampu Bekerja Secara Profesional, Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi PM dan Memiliki Rasa

Tanggung Jawab dalam Menyelesaikan Pekerjaan

Mampu Melakukan Penanganan Tanggap Darurat Bencana

4. | Mampu Mengoperasikan Komputer, Pembuatan Laporan dan Aplikasi Pendataan

Keterkaitan SOP

- | SOP Penyediaan Permakanan

- | SOP Penyediaan Sandang

- | SOP Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Peralatan/Perlengkapan

1. | Buku Register

2. | Alat Tulis Kantor

3. | Komputer




4. | Form ldentifikasi dan Asesmen

5. [ Alat Komunikasi (HP) —

6. | Kendaraan Operasional -

Peringatan . ;

Dilarang menggunakan kekerasan dalam melakukan penanganan PM

Mengutamakan keselamatan, PM, Petugas dan Masyarakat

Dilarang melakukan Tindakan Diskriminasi kepada PM

Pelaksanakan dilakukan sesuai kewenangan dan kebutuhan

Pencatatan dan Pendataan

Ha

| yang perlu diperhatikan dalam pencatatan dan pendataan PM yaitu:

1. | PM merupakan koran Bencana

2. | PM Memiliki Dokumen Kependudukan/ Identitas Diri

3. | Melakukan Penulusuran Identitas Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada PM yang
belum/kehilangan Identitas

4. | Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan yang menyatakan kondisi PM dengan Tandatangan dan
bermaterai

Penutup

SOP ini digunakan sebagai pedoman resmi dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi

dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, Agar pelaksanaan pelayanan berjalan dengan tertib,
terkoordinasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas,

bina Ut ma Muda, IV/c
.197103122002121010
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